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ABSTRAK

Intan Kumalasari s., Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare (di bimbing oleh
Zainal Said dan H. Suarning

Skripsi ini membahas tentanglmplementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen: Relasi prooduk perawatan kecantikan di Kota parepare
.Objek penelitian ini adalah produk perawatan kecantikan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana paraturan perlindungan konsumen, bagaimana
implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan dan bagaimana
tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai penjualan produk perawatan kecantikan
yang ada di Kota parepare.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan Penelitian ini menggunakan metode
Yuridis Normatif, pendekatanYuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tehnik
pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi
sedangkan tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analis
data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman, bahwa ada tiga alur
kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi konsumen dianggap rentan karena
tidak dapat terlepas dari kegiatan jual beli dan sering kali mengalami penipuan yang
mengakibatkan kerugian. Jadi untuk melindungi konsumen pemerintah membuat
peraturan tentang perlindungan konsumen UU Nomor 8 tahun 1999 yang di
dalamnya menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsumen, tujuan
perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan kewajiban sebagai konsumen, 2)
Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare
sudah lama berlaku, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan
penerapan aturan karena masih banyaknya ditemukan penjual yang
memperjualbelikan produk-produk yang masih menggunakan bahan-bahan yang
cukup berbahaya bagi kesehatan, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai penjualan
produk perawatan kecantikan di kota Parepare yang dimana hal tersebut tidak sesuai
dengan hukum Islam yang ada. Karena, dalam proses jualbelinya tidak sesuai dengan
aturan yang ada di dalam syarat sah Hukum jual beli yaitu Ma’qud Alaih dan Syara’.

Kata kunci: Peraturan perlindungan konsumen, Produk Perawatan Kecantikan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
o Ba b be
& Ta t te
& Tha th te dan ha
z Jim | je
c Ha h ha (dengan titik
dibawah)
& Kha kh ka dan ha
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Dal d de
Dhal dh de dan ha
Ra r er
Zai z zet
Sin S es
Syin sy es dan ye
Shad $ es (dengan titik
dibawah)
Dad d de (dengan titik
dibawah)
Ta t te (dengan titik
dibawah)
Za z zet (dengan titik
dibawah)
‘ain ‘ koma terbalik
keatas
Gain g ge
Fa f ef

Xiv




3 Qof q gi

0| Kaf Kk ka

J Lam | el

o Mim m em

O Nun n en

9 Wau w we

0 Ha h ha

. Hamzah ’ apostrof
S Ya y ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ()

b. Vokal

1)Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
! Kasrah I I
i Dammah U U

XV




2)Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
(- fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adanu
Contoh:
S : kaifa
ds - haula
c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
&/ fathah dan alif atau A a dan garis diatas
ya
s kasrah dan ya I i dan garis diatas
¥ dammah dan wau U u dan garis diatas

Contoh:
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Sl : mata

22y : rama
Jé s qila
&34 : yamitu

d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1)Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammabh,

transliterasinya adalah [t]

2)Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:
e U R Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
daisall  : Al-madmah al-fadilah atau Al-madimatul fadilah
A& : Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
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Contoh:
&) : Rabbana

S Najjaina

Gal) : Al-Haqqg
&l Al-Hajj
a2 Nu'ima
e ‘Aduwwun

Jika huruf s bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:
(20¢ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
e “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam marifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| -al-syamsu (bukan asy-syamsu)
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a3i50 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

FERA -al-falsafah
S| -al-biladu
g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:
S3ak . ta’muriina
45 s al-nau’
B syai’un
&l : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-
Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin
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Al-ibarat bi ‘umum al-\afz la bi khusus al-sabab
i. Lafz al-Jalalah (<))

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagaimudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.

Contoh:
& 552 Dinullah
4L billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Aliad ;) 8 2h Hum fi rahmmatillah
J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
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Nasir al-Din al-Tust
Abii Nasr al-Farabi
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abi
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:
Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi Abiu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid,Nasr Hamid Abu)
2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swi. = subhanahu wa ta ‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

W. = Wafat Tahun

QS../...4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

XXI



U= = 4.3&4

po = USG5

prlia = alu slelll La

L = 4

O = 8L O e

& = oAl e AT
z = e

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di

jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.

et al.

Cet.

Terj

Vol.

No.

: Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena
dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang

tidak menyebutkan nama penerjemahnya

:Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

biasanya digunakan juz.

: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Jual beli produk perawatan kecantikan semakin marak di masyarakat
khususnya untuk para kaum hawa.Definisi jual beli atau biasa disebut al-ba i menurut
pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pertukaran antara benda
dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.

Untuk melakukan jual beli tentunya harus ada pelaku atau penjual dan
pembeli, objek atau harga dan barang, kemudian terjadinya akad atau tindakan yang
dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan sedang melakukan transaksi. Maka
bisa disimpulkan sebelum akad transaksi, pembeli harus mengetahui barang yang
akan dibeli untuk menghindari potensi kerugian. Penjual harus memastikan barang
yang dijual sesuai hak konsumen, keamanaan dan keselamatan dalam menggunakan
barang atau jasa.Peraturan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang
Republik Indonesia No.8 Tahun 1999.Tetapi Implementasi perlindungan konsumen
masih sering diabaikan, karena kebanyakan pembeli (konsumen) hanya
memperhatikan perubahan yang dihasilkantanpa memikirkan komposisinya.Hal ini
kadang dimanfaatkan oleh penjual menggunakan bahan kimia yang
berbahaya.Berdasarkan masalah yang diatas tentunya harus ada implementasi
peraturan perlindungan konsumen.Definisi implementasi adalah tindakan dari
keseluruhan proses untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan?. Sesuai fakta
yang terjadi dimasyarakat jual beli produk perawatan kecantikan khususnya kaum
hawa sering melakukan perjualbelian produk perawatan kecantikan, tapi tidak semua

pelaku usaha atau penjual memahami peraturan perlindungan konsumen.?

! Dr. Mardani, 2006, Figih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadanamedia Group), h.101

2 lwan Apriandi, Implementasi Qanun Nomor Il Tahun 2002 tentang Syariat Islam di Kota
Langsa, 2017, h.2

® Ni Nyoman Rani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Produk
Kosmetik dalam kemasan container (share in jar), 2009, h.3-4



Salah satu contoh yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran
pelaku usaha, agar produk perawatan kecantikan yang diperjual belikan memiliki izin
edar dari badan pengawas obat dan makanan atau BPOM.Karena hak dari konsumen
harus terpenuhi, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat
menggunakan barang atau jasa.

Selain itu pelaku usaha juga sebaiknya mencantumkan identitas produk
perawatan kecantikannya, agar konsumen mengetahui komposisi, tanggal kadaluarsa,
larangan, dan efek samping dari produk tersebut.Guna untuk memastikan hak dari
konsumen terpenuhi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Adapun pasal yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu pasal 4
dan 5 tentang hak dan kewajiban konsumen.Rincian pasal 4 tentang hak konsumen.
Pasal tersebut menjelaskan hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1999 dimana pasal 4 berbunyi,

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengomsumsi
barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.



8.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 pasal berbunyi tentang

kewajiban konsumen. Seperti,

1.

Membaca atau mengikuti pentunjuk informasi dan prosudur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanaan dan keselamatan.
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Kemudian pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen yang mengatur ketentuan hak dan kewajiban pelaku

usaha berikut rincian pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi .

1.

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.

Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen.

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selanjutnya, dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang

mengatur kewajiban pelaku usaha yang berbunyi:

1.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.



2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemiliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau menguji
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdangankan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdangangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.*

Adapun yang mengatur tentang izin edar yakni pasal 106 ayat (1) dan pasal
197 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan.Adapun bunyi dari
pasal 106 Ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah
mendapatkan izin edar.” Kemudian, bunyi pasal 197 Undang-undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu ‘“setiap orang yang dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

dimiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana

*Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. (Jakarta, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index /files/e39ab-uu-nomor-
8-tahun-1999.pdf)



https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index%20/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index%20/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).’

Sebenarnya pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen pasal 4, pasal 5, pasal 7, dan pasal 8 maupun Undang-undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang kesehatan khususnya pasl 106 ayat (1) dan pasal 197 sudah
sangat jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dan
mengenai pidana dan denda. Dengan ini sudah bisa dikatakan sebagai upaya
pemerintah untuk mengimplementasi peraturan perlindungan konsumen.

Tapi masih ada pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam pasal 4 dan pasal
5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Dilansir dari
Antara news pada 22 November 2019, Badan pengawasan Obat dan makanan
Makassar dan Bea Cukai Makassar Melansir 13.780 kemasan kosmetik atau
perawatan kecantikan yang mengandung zat berbahaya dan ditaksir nilai produk
tersebut Rp.548.780.000.00.°

Berdasarkan latar belakang diatas.Permasalahan ini menarik untuk diteliti
sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masayrakat khususnya pelaku usaha dan
konsumen dikota Parepare.Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya
perlindungan hukum, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk
proposal skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen
Terhadap Jual Beli Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare.

Diharapkan dalam melakukan jual beli produk perawatan kecantikan di Kota
Parepare memiliki izin edar BPOM. Selain itu pelaku usaha juga harus
mencantumkan identitas produk perawatan kecantikan, agar konsumen mengetahui
komposisi, tanggal kadaluarsa, larangan dan efek samping dari produk tersebut. Guna

memastikan hak dari konsumen terpenuhi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam

*Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
(Jakarta, https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009 Kesehatan.pdf.)

*BPOM Makassar ~ merilis ~ Kosmetik  llegal,  2019.  (https://m.antaraantara
news.com(berita)1176056/bbpom-makassar-merilis-kosmetik-dan-pangan-ilegal), diakses 7 September
2021
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pasal 4, 5, dan 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen.

Namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak tertentu yang disebutkan
dalam pasal 4 dan pasal 5 dan juga pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen. Seperti yang dilansir news pada 22 November 2009,
Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Makassar dan Bea cukai Makassar melansir
13.780 kemasan kosmetik atau perawatan kecantikan yang mengandung zat
berbahaya dan ditaksir nilai produk tersebut berkisar Rp.548.780.000.00, hal tersebut
menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang memperjualbelikan produk
perawatan kecantikan secara ilegal tanpa memperhatikan efek bagi konsumen atau

pemakai produk kecantikan.

B. Rumusan Masalah
Agar tujuan ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan pada tiga persoalan
yang perlu diteliti lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang

akan dituju, adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan penjualan produk perawatan
kecantikan di Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai penjualan

produk perawatan kecantikan di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan penjualan
produk perawatan kecantikan di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam

mengenai penjualan produk perawatan kecantikan di Kota Parepare.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan maupun harapan dari penelitian ilmiah ini, yaitu
kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis

a. Diharapkan dapat dijadikan kajian bagi peneliti yang memiliki
permasalahan yang serupa atau pembahasan yang sama dari
penelitian ini.

b. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti, untuk memperluas wawasan ilmu yang diperoleh
dalam perkuliahan dan untuk memenuhi syarat tugas akhir skripsi.

b. Bagi Akademisi, dapat dijadikan masukan atau referensi dalam
penelitian yang sehubungan dengan peraturan perlindungan
konsumen terhadap jual beli perawatan kecantikan.

c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat khususnya konsumen dan pelaku usaha
tentang hak dan kewajibannya, serta ketentuan hukum yang
berlaku.

d. Bagi Instansi terkait, jika ditemukan penyimpangan yang
dilakukan oleh pelaku usaha ataupun konsumen agar kiranya di
proses sesuai hukum yang berlaku untuk menimbulkan efek jerah.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjuan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur pada implementasi peraturan perlindungan
konsumen terhadap praktek jual beli perawatan kecantikan di Kota Parepare
maka penulis menemukan beberapa literature yang mempunyai kesamaan dan
perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Implementasi
peraturan perlindungan konsumen terhadap jual beli perawatan kecantikan di
Kota Parepare” adapun penelitian yang berkaitan yaitu.

Penelitian yang disusun oleh Nursyam dengan judul perlindungan
terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online dropship di Kota Parepare
(prespektif hukum ekonomi Islam). Dalam hal ini peneliti, meneliti 3 pokok
permasalahan yaitu 1) bagaimana gambaran jual beli online dropship di Kota
Parepare, 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah
melakukan transaksi jual beli online dropship, 3) bagaimana tinjauan hukum
ekonomi Islam terhadap jual beli online dropship di Kota Parepare. Dari hal
tersebut, peneliti dapat melihat bahwa transaksi jual beli online dropship di Kota
Parepare sangat mudah untuk dilakukan baik pihak konsumen maupun pelaku
usaha. Transaksi online dropship bisa dilakukan dimana saja dan kapan
saja.Cukup menggunakan Handphone seseorang bisa melakukan transaksi jual
beli online dropship.”’

Relevansi penelitian ini dengan penilitian yang penulis lakukan adalah
sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, namun
perbedaan mendasar dalam penilitian ini dengan penelitian penulis ialah metode
pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu pada perlindungan

konsumen sistem jual beli online dropship prespektif hukum ekonomi Islam,

’ Nursyam, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online
Dropship di Kota Parepare (Prespektif Hukum Ekonomi Islam)”, SKripsi sarjana Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare 2021



sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji terhadap implementasi
peraturan perlindungan konsumen terhadap jual beli produk perawatan
kecantikan.

Sementara itu dalam penelitian yang disusun oleh Dewi Larasati, dengan
judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik yang tidak terdaftar pada
BPOM Ditinjau dari Perilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi
Syariah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lampung”®, dalam penelitian ini, peniliti
mau melihat bagaimana pandangan mahasiswa terhadap produk kosmetik yang
tidak terdaftar pada BPOM.Dari hasil penelitian tersebut, peneliti berkesimpulan
bahwa mahasiswa cenderung dapat memahami bagaimana produk kosmetik yang
tidak terdaftar pada BPOM dan yang terdaftar pada BPOM, peneliti juga
menyatakan bahwa sebagian mahasiswa pernah menggunkan produk yang belum
terdaftar pada BPOM.Dalam memilih dan membeli sebuah produk kosmetik
sebagian mahasiswa dipengaruhi oleh faktor teman dekat dan diri sendiri.

Relevansi peneliti ini adalah sama-sama meneliti faktor-faktor penyebab
produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BOPM, sedangkan perbedaanya
dalam penilitian, ini yaitu peneliti lebih fokus kepada pandangan mahasiswa
terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftra BPOM, sedangkan penulis lebih
cenderung meneliti tentang implementasi peraturan perlindungan konsumen
terhadap jual beli produk perawatan kecantikan.

Selanjutnya, dalam penelitian yang ditulis oleh Sekar Ayu Amilahur
Priaji yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang
merugikan Konsumen” dalam penelitian ini, penulisnya bertujuan untuk
menganalisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen pengguna Kosmetik baik
secara normative maupun empiric terhadap peredaran kosmetik yang merugikan

konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha atas produk kosmetik yang

® Dewi Larasati, “Presepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar
Pada BPOM Ditinjau dari Perilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan
2014 di IAIN Metro Lampung”, SKripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019
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merugikan bagi konsumen, dalam penelitian tersebut penulis merumuskan 2
masalah yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas
beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen? Dan yang ke 2.Bagaimana
tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya Kosmetik yang merugikan
konsumen?Dari dua rumusan masalah yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa
pelaku usaha belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produk, dan pengguna
kosmetik yang merugikan konsumen.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai
Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam penjualan  produk
kosmetik.Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lebih
memfokuskan terhadap Perlindungan Konsumen terhadap jual beli perawatan
Kecantikan.®

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara khusus membahas
mengenai implementasi peraturan perlindungan konsumen terhadap jual beli
produk perawatan kecantikan dalam suatu daerah. Peneliti melakukan sebuah
studi kasus kepada para konsumen yang melakukan jual beli produk perawatan
kecantikan dan mengambil sebuah wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu,
penelitian dan pembahasan dengan sebuah topik pembahasan mengenai
penegakan peraturan perlindungan konsumen terhadap jual beli perawatan
kecantikan menurut peniliti perlu adanya karena dalam penelitian ini berbeda
dengan tulisan-tulisan yang sudah dibahas dalam penelitian-penelitian
sebelumnya.

B. Tinjauan Teoritis
1. Jual Beli
a. Pengertian Jual Beli
Secara Terminologi figh jual beli disebut dengan al-ba’iyang

berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

% Sekar Ayu Amilahur Priaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang
merugikan Konsumen”, SKripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.



lain. Lafal al-ba’i dalam terminology figih terkadang dipakai untuk
pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira’ yang berarti membeli.Dengan
demikian, al-ba’i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau Jual
Beli. Menurut Hanafiah pengertian Jual Beli (al-bay) secara definitif
yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diingankan dengan
sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun
menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba’i),
yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan
milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau
pertukaran antara benda dengan uang.*®

b. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua
belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan
transaksi, baik tindakan itu berbentuk Kkata-kata maupun
perbuatan.*!

c. Syarat Sahnya Jual Beli
Suatu Jual Beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad
tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah
pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
berdasarkan firman Allah dalam QS. an-nisaa’ (4): 29, dan Hadis
Nabi Riwayat Ibnu Majah: “jual beli haruslah atas dasar kerelaan

(suka sama suka).”

19 Mardani, Figih Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana,2016 cetakan. 6 ) h.101
! Mardani, Figih Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana,2016 cetakan. 6 ) h.102
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Pelaku akad adalah orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila,
atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad
yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api,
dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. an-
nisaa’(4):5 dan 6 )

Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya
oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang
belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan
Hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai
berikut “janganlah engkau jual beli barang yang bukan milikmu™.
. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka
tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman
keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW
Riwayat Ahmad: “sesungguhnya Allah bila mengharamkan nilai
jual barang tersebut”.

. Obejk transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.
Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak
dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat
Muslim: “Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW
melarang jual beli gharar (penipuan).”

. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka
tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli
harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi
barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim
tersebut.

Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana

penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga

12



13

yang akan kita sepakati nantinya.” Hal ini berdasarkan Hadis

Riwayat Muslim tersebut.*?
d. Hukum dan Sifat Jual Beli

Dilihat dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi
jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah
(sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Dalam jual beli yang
telah memenuhi ketentuan syara’, baik dalam rukun maupun syaratnya,
sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenui
salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli dapat menjadi rusak (fasid)
atau dapat dikatakan batal, atau dengan kata lain menurut Jumhur Ulama
Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual-beli dapat menjadi sah, batal,

dan rusak.*®

33548 LAl agle (il S 3k (a
Artinya:

“barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami
perintahkan, maka tertolak”.*

Berdasarkan hadist diatas, Jumhur Ulama berpendapat bahwa
akad atau dengan istilah jual beli yang keluar dari syara’ harus ditolak
atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah
terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya syara’
sehingga ini tidak sesuai atau adanya kekurangan dan ketentuan lain, dan

adapun akad yang batal dan adapula yang rusak begitu saja.

12 Mardani, Figih Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana,2016 cetakan. 6 ) h.104-105

Bprof. DR. H. Rachmat Syafei, MA. Figih Muamalah, (Bandung” CV PUSTAKA
SETIA),h.91-92

Y yufidia, “Serial Kutipan hadits” https://umma.id/post/serial-kutipan-hadits-amalan-yang-
tertolak-303512?lang=id, (diakses pada 08 Februari 2022, pukul 19.47)



https://umma.id/post/serial-kutipan-hadits-amalan-yang-tertolak-303512?lang=id
https://umma.id/post/serial-kutipan-hadits-amalan-yang-tertolak-303512?lang=id
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e. Pembagian macam-macam Jual-Beli
Dari aspek objek Jual Beli dibedakan menjadi Empat macam:

1) Bai’ al-Muqgaydhab, atau bai’ al-‘ain bil-‘ain, yakni jual-beli
barang dengan barang yang lazim dapat disebut dengan jual-beli
barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

2) Bai’ al-Muthlaq, atau bai’ al-‘ain bil-dain, yaitu jual beli barang
dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang tsaman
secara mutlag, seeprti Dirham, Rupiah atau Dolar.

3) Bai’ al-sharf, atau bai’ al-dain bil-dain, yakni menjualbelikan
tsaman (alat pembayaran) dengan staman lainnya, seperti Dinar,
Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku
secara umum.

4) Bai’al-salam, atau bai’ al-dain bil’ain. Dalam hal ini barang yang
akan diakadkan akan berfungsi sebagai mabi’'melainkan yang
egrupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang telah dibayarkan
sebagai tsaman,bisa menjadi berupa ‘ain dan bisa jadi berupa dain
namun harus diserahkan sebelum keduanya dipisahkan. Dan

karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai ‘ain.

Kecantikan
a. kecantikan

Perawatan kecantikan merupakan prosedur untuk mengatasi
masalah pada kulit wajah manusia.Masalah kulit wajah ini dapat
berkaitan dengan tekstur, tekanan sel, warna, serta kesehatan secara
keseluruhan, sementara rangkaian dari berbagai penerapan yang
mendukung keadaan integritas kulit wajah, ialah untuk meningkatkan

sebuah penampilan dan mengubah keadaan kondisi kulit.™

15 Eka Eskawati, Analisis Yuridis Penggunaan Produk Kecantikan Kosmetik Tanpa Izin Edar

BPOM Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tTentang Perlindungan Konsumen, Vol 4, No 4 (2021).
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Perawatan kecantikan (skincare) digunakan secara luas untuk
memenuhi kebutuhan maupun kesehatan.Sehat dalam arti luas ialah
keadaan sejahtera fisik.Penampilan kulit sehat dapat dilihat dari struktur
fisik kulit seperti warna, kelenturan, tebal dan tekstur kulit.Adapun
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penampilan kulit yang sehat
seperti umur, ras, iklim, sinar matahari, serta yang  dapat mempengaruhi
ialah kehamilan.Perawatan kecantikan yang berguna dalam memperbaiki
kesehatan dan penampilan fisik yang dimana dapat melindungi bagian
dari kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar.

Penggunaan perawatan kecantikan (skincare) harus diperhatikan,
adapun kesalahan dalam memilih perawatan tersebut dapat berdampak
buruk dan menyebabkan banyak masalah.Efek dari penggunaan skincare
yang salah atau palsu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diingankan,
mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya menimbulkan
bintik-bintik hitam pada kulit, perubahan warna pada kulit, alergi, iritasi
kulit, kulit kemerah-merahan, rasa perih dan terbakar.Dan lebih dari tu
dapat juga menimbulkan gangguan system pada syaraf, sperti kepikunan,
insomnia, gangguan penglihatan, gangguan emosi, gagal ginjal,
kerusakan permanen otak, serta kerusakan pada paru-paru.

Di dalam memilih perawatan kecantikan (skincare) yang baik
dalam hal inipun harus cocok dengan pemakai, dan mempunyai ciri-ciri
khusus ialah harus memiliki keamanan yang cukup baik yaitu tidak
mencampurkan bahan terlarang, disamping itu pula perawatan pada kulit
wajah harus memiliki produksi yang baik serta bermutu dalam proses

pembuatan skincare.

15
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3. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sangat
sering terdengar. Namun, belum jelas kebenarannya apa saja yang masuk
kedalam materi keduanya. Karena posisi konsumen disini sangat lemah
maka harus dilindungi oleh hukum.Salah satu sifat, yang sekaligus tujuan
hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan (pengayoman)
kepada masyarakat, sehingga hukum konsumen dan hukum perlindungan
adalah dua bidang yang sangat sulit dipisahkan dan ditarik batasannya.

Adapun yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang memiliki arti lebih luas.
Az. Nasution, yang berpendapat bahwa perlindungan konsumen
merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa
konsumen.*®

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan
Konsumen adalah, Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur hubungan dan masalah penyedia dan penggunaannya, dalam
kehidupan bermasyarakat.*’

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen ialah perlindungan konsumen merupakan
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Dan dari pengertian ini dapat diambil

kesimpulan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk

16 Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, De Lega Lata, Vol
1. No.2 Tahun 2016. h. 430.

Y Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan danKekuatan
Putusan Badan penyelesaianSengketakonsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011, h. 42.
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menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen
tidak dapat terlepas dari adanya hukum dan perlindugan konsumen.*.

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya
didapatkan oleh para konsumen atas produk dan bahan makanan yang
dibeli dari produsen atau para pelaku usaha.Saat ini para produsen yang
tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan para konsumennya
seringkali kita jumpai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh pihak produsen terhadap konsumen.

Undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini memang
telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari
undang-undang itu sendiri yang belum sama sekali maksimal atau dengan
kata lain peraturan yang ada di dalam undang-undang tidak sesuai dengan
kenyataan yang ada. Dan dalam beberapa kasus ada banyak ditemukan
produsen yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para
konsumen tentunya yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen
(pelaku usaha)dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan
mental dari para konsumen.*®

Kondisi Konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya
untuk melindungi sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.Namun
sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan
perlindungan kepada konsumen, justru tidak boleh mematikan usaha yang
dilakukan pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha ialah suatu hal
yang juga esensial dalam perekonomian Negara.Dan karena itu, ketentuan
yang diberikan kepada perlindungan konsumen harus juga diimbangi

dengan ketentuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku

'8 Abdul atsar&Rani Apriani, Hukum Perlindungan Konsumen (Cet |, Yogyakarta: CV Budi
Utama, 2019), h.32.

9 Rosmawati, pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet I, Depok, Prenada Media
Group, 2018), h. 1.



usaha.Sehigga perlindungan konsumen tidak dapat membalik kedudukan

konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi yang lebih kuat.?’
b. Hak-hak Konsumen

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya

seimbang menjadi lemah dikarenakan rendahnya pengetahuan konsumen

akan hak-haknya sebagai konsumen. Sesuai dengan yang ada pada pasal

5 undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen ialah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang/jasa.

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan
nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang/jasa.

Hak untuk mendengar pendapat keluhan atas barang/jasa yang
digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian,
jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.*
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2 Abd Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Cet I:Makassar,2017),h.5.
*!Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5.



Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh banyaknya
masyarakat luas diluar sana sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian
hukum dan segala upaya terhadap konsumen itu sendiri.

c. Kewajiban konsumen

1) Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamaan dan
keselamatan.

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen.?

d. Asas-asas perlindungan Konsumen

Melindungi konsumen merupakan hal yang wajib dalam
melakukan kegiatan usahanya. Adapun beberapa asas perlindungan
konsumen yang harus diterapkan:

1) Asas manfaat, dalam memberikan perlindungan terhadap
konsumen, upaya tersebut harus memiliki manfaat terhadap
konsumen agar konsumen merasa terlindungi. Manfaatnya tidak
hanya dirasa oleh konsumen tetapi juga manfaatnya dirasa oleh
pelaku usaha.

2) Asas keadilan, demi menjaga rasa keadilan, kewajiban sebagai
konsumen maupun pelaku usaha dapat dilaksanakan secara adil.

3) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan terhadap
kepentingan konsumen dan juga kepentingan terhadap pelaku
usaha.

4) Asas keamanan dan keselematan, rasa aman dan keselamatan

merupakan salah satu yang termasuk faktor penting bagi

??Rebuplik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5.
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konsumen, untuk itu para pelaku usaha harus memberikan rasa
aman dan keselamatan terhadap produk yang digunakan atau yang
dipakai dan jasa yang telah diberikan.

5) Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan agar dapat memberikan
kepastian hukum dengan konsumen sehingga terciptanya rasa
keadilan dalam  menyelenggarakan perlindungan  kepada
konsumen.?

e. Tujuan Perlindungan Konsumen

1) Meningkatkan  kesadaran, merupakan kemampuan serta
kemandirian terhadap konsumen untuk melindungi diri mereka.

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen sehingga dengan cara
ini dapat menghindarkannya dari akses yang negative dari
pemakaian barang/jasa.

3) Meningkatkan pemberdayaan kepada konsumen dalam hal
memilih, serta menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai
konsumen.

4) Menciptakan sistem terhadap perlindungan konsumen dan dimana
mengandung unsur kepastian serta hukum dan keterbukaan yang
dimana informasi dan akses ini agar dapat mendapatkan informasi.

5) Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai tentang
pentingnya perlindungan konsumen sehingga sikap yang tumbuh
dan jujur serta bertanggung jawab dalam hal berusaha.

6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang/jasa, kenyamanan, dan keselamatan kepada

konsumen.?*

#Rebuplik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 2.
*Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 3.
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4. Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam merupakan aturan atau Norma yang
menjadi pedoman, baik oleh perorangan ataupun badan hukum yang
dalam melaksanakan kegiatan ekonominya harus bersifta privat atau
bersifat public berdasarkan prinsip dalam Islam.?Hukum ekonomi yang
yang mendasari dengan syariah, atau dilandasi pedoman dalam Al-Qur’an
dan Hadist beserta ijtihad para Ulama.
b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran-ajaran yang komprehensif
yang dibangun atas dasar Kaidah Ushul Figih Mu’amalah,Qawa’ id Fiqih
dan Falsaah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang telah dilarang oleh
Al-Qur’an dan Sunnah adalah halal.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dan penentuan
konsep ekonomi Islam. Dasar hukum Islam diantaranya ialah:
1) Al-Qur’an

Beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menafsirkan manusia dalam

mengembangkan sistem ekonomi menurutsyariat Islam. Allah

berfirman dalam Q.S. Al-Jumuah/62:10 yang berbunyi:
)5 &0 5 ) b G 13RS (V) 3 13500 B Al el 3G
Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di

bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-
banyaknya agar kamu beruntung.?®

®V/eitzhal Rivai, Islamic Transaction Low In Business Dari Tepri Ke Praktik (Jakarta: P.T
Bumi Aksara, 2011), h.237.

®Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing &
Distributing), h. 554.
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Ayat ini memerintahkan untuk kita mencari rezeki dari Allah yang
telah Allah persiapkan kepada kita diseluruh permukaan bumi.Dengan
syarat tidak melanggar kewajiban madhadari Allah.Demikian bekerja
adalah jalan utama untuk mendapatkan rezaki sekaligus menemukan
bagian dari ibadah.

2) As-sunnah

Merupakan istilah syara’adalah suatu yang dating dari Rasulullah
SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakunya
(tagrir).?’Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah saw.
Bersabda:

#1228 5 ¢ iiiall 5 opiil) aa (el G salall sl
Artinya:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya seJaJar (tempatnya di surga)
dengan para Nabi,Shadiqin, dan Syuhada™.?

Seluruh ajaran Islam yang telah terkait dengan perdagangan dan
perekonomian  briorentasi pada perlindungan hak-hak pelaku
usaha/produsen dan konsumen.Karena Islam yang menghendaki adanya
unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan

nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan pihak.
C. Teori Konseptual

1. Implementasi
a. Pengertian Implementasi
Implementasi merupakan salah satu tahap yang dalam proses
kebijakannya di dasari oleh publik. Dan juga biasanya implementasi
setelah dilaksanakan sebuah kebijakan dapat dirumuskan dengan tujuan

yang sudah jelas.Implementasi ialah suatu rangkaian aktivitas dalam

' AbdulWahhab Khallaf, llmu Uhul Figih, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994) h.40.
%8 Ani Nursalikah,Republika Online,https://www.republika.co.id/berita/qf3jmt366/pedagang-

muslim-yang-raih-derajat-tinggi, (diakses pada 10 Februari 2022, pukul 12.36)



https://www.republika.co.id/berita/qf3jmt366/pedagang-muslim-yang-raih-derajat-tinggi
https://www.republika.co.id/berita/qf3jmt366/pedagang-muslim-yang-raih-derajat-tinggi
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rangka mengadakan kebijakan terhadap masyarakat sehingga kebijakan
tersebut dapat membawakan hasil yang sebagaimana yang sudah
diharapkan?®.Dari rangkaian tersebut telah mencakup persiapan peraturan
yang merupakan interpretasi yang dimana dari kebijakan tersebut telah
mencakup persiapan lanjutan yang dimana intrepertasi merupakan dari
kebijakan tersebut.

Negara Indonesia ialah sebagai Negara Hukum yang berdasarkan
pancasila dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga dan
masyarakatnya yang telah tertera di pancasila. Oleh karena itu di dalam
perlindungan hukum yang berdasarkan pancasila ialah berarti pengakuan
dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan
permusyawaratan serta keadilan sosial. Adapun nilai-nilai tersebut telah
melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara
Kesatuan yang telah menjunjung tinggi semangat bangsa dalam mencapai
kesejahteraan bersama.*°
b. Jenis-jenis Implementasi

1) Implementasi kebijakan publik

Impelementasi yang merupakan suatu tahapan administrasi yang

dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum

ditetapkan/disetujui melalui proses politik.
2) Implementasi sistem

Impelemntasi yang merupakan suatu proses untuk menempatkan

serta menempatkan informasi yang baru ke dalam operasi.

3) Implementasi strategis

»Afan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI: Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Kedasama, 2009), h. 295.

®Husaim dan Marjan Miharja, Penyalahgunaan wewenang terkait dengan prosedur
penagkapan terhadap korban yang salah tangkap, (qiara media) h.7.



4)

5)

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat
ke dalam bentuk tindakan melalui prosedur, program, dan
anggaran.

Impelemntasi kebijakan

Suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu
kemudian mengembangkannya dengan tujuan agar dapat
menyempurnakan suatu program.

Implementasi keperawatan

Suatu tahapan yang dimana dilakukan oleh seorang perawat dalam
membantu Klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju

status kesehatan yang lebih baik lagi.

Implementasi kebijakan

1)

Teori George C. Edward

Edward berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi

empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan, dimana menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
diransmisikan kepada kelompok sasaran (target group),
sehingga akan mengurangi distori implementasi.

b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya
kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis,

apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka
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implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan. Ketika
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi Yyang bertugas

mengimplementasikan kebijkan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap implementasi kebijkan. Aspek dari
struktur organisasi adalah Standard Oparating Procedure
(SOP) dan fragmentasi.
Menurut pandangan Edward mengenai sumber-sumber yang
penting meliputi staff yang memadai, keahlian-keahlian yang
baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan
fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menejermahkan usul-
usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan
publik.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle ialah dipe
garuhi dua variabel yang besar yakni isi kebijakan (contect of
policy) dan  lingkungan  Implementasi  (context  of
implementation).Variabel tersebut mencakup, ialah sejauh mana
kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi
kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh
mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah
letak sebuah program sebuah program sudah tepat, apakah sebuah
kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan
apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang

memadai.
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4)

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabitier
Menurut Mazmanian dan Sabitier ada tiga kelompok variabel
yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi, yakni
karakteristik dari masalah (tractability of the problems),
karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of the statute to
structure implementation) dan variabel lingkungan (monstatutory
variabels affecting implementation).

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi

kinerja implementasi, yakni standard an sasaran kebijakan,

sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas,
karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan
politik.

Menurut pandangan Edward 111 proses komunikasi kebijakan

dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi
kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat
mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari
bahwa suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu
keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk
pelaksanaanya telah dikeluarkan.

b) Faktor kedua ialah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan
diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka
petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima
olenh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi
kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi-intruksi
yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak
menetapkan  kapan dan bagaimana suatu program

dilaksanakan.
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c) Faktor ketiga ialah konsistensi, jika implementasi kebijakan
ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan
harus juga konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah
yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi
bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut
tidak akan memudahkan para pelaksana kebijkan menjalankan
tugasnya dengan baik.

1. Peraturan

Peraturan merupakan petunjuk, kaidah, dan ketentuan, yang telah
dibuat untuk mengatur manusia sebagai anggota masyarakat, keberadaan dan
kebiasaan, adat istiadat, serta peraturan yang berdasarkan untuk mengatur
kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara demi
terciptanya kehidupan yang aman, tertib, aman, tentram seta seimbang dalam
bermasyarakat.*
2. Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999
mengenai perlindungan konsumen ialah perlindungan konsumen dengan
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa tujuan adanya perlindungan konsumen ialah untuk menjamin adanya
kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak terlepas dari
adanya hukum konsumen serta perlindungan konsumen.*
3. Jual Beli

Merupakan suatu perjanjian saling tukar menukar benda ataupun
barang yang telah mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah
pihak (penjual dan pembeli), dimana pihak yang satu akan memberi benda

3L Sri Murtono, dan Hassan Suryono, pendidikan Kewarga Negaraan (Cet:l; Jakarta:
Yudhistira, 2007), h.7

%2 Abdul atsar&Rani Apriani, Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet: | Sleman : Deepublish,
2019)h.32
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yakni pada pihak penjual dan yang akan menerimanya ialah pembeli, sesuai

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan yang
telah disepakati oleh kedua belah pihak.*
4. Produk

Produk dalam Kamus Besar bahasa Indonesia merupakan barang atau

jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilai proses produksi sehingga

menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Benda atau yang bersifat

kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang telah merupakan hasil

dari kontruksi dan hasil kerja.**Dan adapun produk menurut Kotler ialah “A

product is a thing that can e offered to a market to satisfy a want or need”.

Merupakan suatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan

perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi

keinginan dan kebutuhan®.

5. Perawatan Kecantikan

Perawatan Kecantikan merupakan, zat perawatan yang dapat

digunakan untuk meningkatkan penampilan atau dapat juga meningkatkan

aroma tubuh pada manusia.Perawatan kecantikan (skincare) pada umumnya

merupakan campuran dari beragam senyawa kimia.Dan beberapa terbuat dari

sumber-sumber yang alami.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 68.
% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia

Putsaka Utama, 2008), h.1103

h.358

*Kotler,Philip& Kevin L.Keller. Marketing Management, (NEW Jersey: Prentice Hall.2009),
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ~ ini  menggunakan  metode  Yuridis = Normatif,
pendekatanYuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan
literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendeketan Normatif merupakan studi Islam yang menggunakan
pendekatan legal formal atau normative. Dalam hal ini yang dimaksud dengan
legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal haram,salah benar,
berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya dan yang
dimaksud dengan normatife adalah semua ajaran yang terkandung dalam
Nash.*’

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field
research).Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang
dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya
merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang
telah terjadi di masyarakat.*®

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita
yang terjadi di kota Parepare khususnya yang banyak di alami oleh kalangan

kaum wanita mengenai penjualan perawatan kecantikan di kota parepare.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjuan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¥ Khairuin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA,
2009), h.153

% Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mndar Maju.1996), h.32
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Parepare, Kecamatan
Bacukiki Barat.Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena
lokasinya mudah dijangkau.Adapun waktu penelitian yang digunakan peneliti,

yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Gambaran Umum Kota Parepare
1. Kondisi geografis

Kota parepare terletak disebuah teluk yang menghadap ke selat Makassar.
Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. Di sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan
dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar
wilayahnya berbukit-bukit. Titik kordinat 4°01°000°’S 119°37°25”°E luas
wilayah kota Parepare 99,33 km2dan berpenduduk sebanyak +140.000 jiwa.
Memiliki empat kecamatan yaitu kecamatan bacukiki, kecamatan bacukiki
barat, kecamatan soreang dan kecamatan ujung, serta jumlah kelurahan
sebanyak dua puluh dua, seperti jumlah kelurahan yang berada di kecamatan
Bacukiki yaitu ada empat kelurahan galung maloang, kelurahan lompoe,
lumpue, dan wattang bacukiki. Kecamatan bacukiki barat yaitu kelurahan
cappa galung, sumpang minangae, bumi harapan, kampong baru, dan tiro
sompe. Kecamatan soreang sebanyak tujuh yaitu kelurahan bukit harapan,
bukit indah, kampung pisang, lakessi, ujung baru, ujung lare, dan kelurahan
wattang soreang. Kecamatan ujung sebanyak lima kelurahan yaitu kelurahan
labukkang, mallusetasi, lapadde, ujung bulu, dan ujung sabbang.

Salah satu toko terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie,
presiden ke-3 Indonesia. Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata
temperature Kota Parepare sekitar 28,5°C dengan suhu minimum 25,6°C dan

suhu maksimum 31,5°C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim,
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yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim
hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

Adapun yang dihasilkan dari pertanian yang berada di daerah Parepare
berupa biji kacang mete, biji kakao, dan palawija lainnya serta padi. Wilayah
pertanian yang berada di parepare tergolong sempit, karena lahannya sebagian
besar berupa bebatuan bukit cadas yang banyak dan mudah tumbuh
rerumputan. Daerah ini sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Banyak
penduduk di daerah perbukitan beternak ayam potong dan ayam petelur,
padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggembala
kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang pantai banyak yang
berprofesi sebagai Nelayan (penangkap ikan). Ikan yang dihasilkanpun dari
menangkap ikan atau memancing masih sangat verlimpah dan segar. Biasanya
selain dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), para nelayan menjualnya
ikan-ikan yang masih segar di pasar malam atau yang lebih dikenal dengan
“pasar senggol” yang menjual aneka macam buah-buahan, ikan, sayuran,
pakaian sampai pernak-pernik aksesoris.

Kota Parepare kota pelabuhan. Kapal-kapal singgah di pusat kota.
Terdapat tiga pelabuhan kota yakni pelabuhan induk nusantara, cappa ujung,
dan lontangnge. Masyarakat Parepare majemuk dari berbagai suku etnis
dengan dominasi suku Bugis, Mandar, Makassar, serta Toraja, selebihnya
etnis Chines dan Jawa. Meskipun dari beragam suku namun dalam kehidupan
sehari-hari Masyarakat terkenal dengan rasa gotong royong dan kekerabatan
yang bisa dikatakan cukup tinggi. Objek wisata yang ada di Kota Parepare
diantaranya:

a. Waterboom
Objek wisata Waterboom Parepare kini telah menjelma menjadi
primadona bagi warga di kawasan Ajattappareng untuk mengisi liburan
akhir pekan maupun liburan sekolah bagi pelajar. Di setiap akhir pekan,

puluhan bus maupun mobil pribadi dari berbagai daerah disekitar
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kotaParepare yang berjejeran di sekitar waterboom. Fasilitas-fasilitas
tersebut antara lain ketersediaan puluhan gazebo-gasebo tempat
pengunjung duduk bersantai bersama keluarganya sambil menikmati
waterboom.
b. Pantai Mattirotasi

Pantai yang terletak di Jalan Mattirotasi memiliki pemandangan lepas
ke arah Teluk Parepare. Pantai ini memiliki beberapa gazebo, bangku
taman, lintas jogging, batu-bate andesit berukuran besar penahan abrasi
dan lapangan yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Pantai
Mattirotasi sangat ramai dikunjungi warga Parepare pada hari Minggu
untuk berolahraga dan bersantai.

c. Kebun Raya Jompie

Kebun raya jompie merupakan hutan yang berada di kota parepare
yang sampai sekarang dijadikan tempat pariwisata. Kebun raya jompie
dibangun sejak tahun 1920. Dan menyimpan banyak keanekaragaman
hayati serta menjadi objhek wisata dan pusat penelitian tumbuhan tropis,
terutama tanaman endemik sulawesi. Jarak dari pusat kota Parepare yakni
sekitar 3,5 km. Kebun raya jompie juga dapat dikatakan strategis karena
mudah dijangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan
umum. Dan masih banyak objek wisata lainnya seperti: River Ladoma
Bacukiki, Pantai Mattirotasi, Terumbu karang Tonrangeng, Sumur jodoh
Soreang, Goa tompangen, Desa wisata Wattang Bacukiki, Salo Karajae,

Museum Gandaria®.

Waktu penelitian ini penulis, melaksanakan sejak diterimanya
proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu objek kajian skripsi sampai

kurang lebih selama 14 hari (sempat belas hari).

$http://www.wikiwand.com/id/Kota_Parepare(25 oktober 2019)
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D. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar
tercapainya relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang
diperoleh.Sehingga penelitian ini berfokus pada Perlindungan Konsumen

terhadap jual beli perawatan kecantikan yanga da di Kota Parepare.

E. Jenis Dan Sumber Data
Sumber data Penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah:
a. Data Primer
sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah
sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.
Pengumpulan data tersebut dilakukan khusus untuk mengatasi riset yang
sedang diteliti.*’Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam
istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian
atau orang yang dijadikan sarana mendapatkan informasi ataupun
data.Dalam hal ini data primer yang diperoleh langsung dari tempat
penelitian yakni di Kota Parepare tepatnya di Bacukiki Barat.Sumber data
primernya adalah kaum wanita yang menjadi konsumen penggunaan
perawatan kecantikan.
b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal
mencari dan mengumpulkan, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih
muda dan cepat karena tersedia perpustakaan, perusahaan-perusahaan,
organisasi perdagangan.**Sumber data sekunder yang bersumber dari
bahan-bahan bacaan yang digunakan peneliti adalah buku-buku yang ada

relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.Rineka
Cipta, 2006), h.129.
* RonyKountor, MetodePenelitian, (Jakarta: BumiAksara, 2005), h.178
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F. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam
kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain
penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti*’. Pengumpulan data
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai

suatu tujuan penelitian.

Beberapa tehnik yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dalam

penelitian antara lain:
a) Observasi (pengamatan)

Observasi  merupakan suatu proses melihat, mengamati,
memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan
tertentu.**Pertama, penulis mengamati dan memahami kondisi yang ada di
di Kota Parepare.Kedua, penulis menggunakan teknik observasi parsipatif
dimana peneliti mengamati langsung perilaku penjual dan pembeli
kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian ini teknik ini
dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang
dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di
lapangan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk
melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar
(foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu meberikan

informasi bagi proses penelitian. *“‘Dalam hal ini, peneliti juga

*2JonatanSarwono.Analisis Data PenelitianMenggunakan SPSS 1, (Jakarta: Andi Publisher,
2009) h. 17

* Haris Herdiannsyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups sebagai Instrument
Penggalian Data Kualitatif (Cet |, Jakarta: Rajawali Pers. 2013) h. 131.

* Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (cet 1V, Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2016), h. 178.



mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan

pada penelitian ini.

Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti

dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab

dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden
merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Adapun wawancara dapat dilihat dari bentuk pertanyaan yang dibagi

dalam 3 brntuk yaitu:

1) Wawancara berstruktur (pertanyaan-pertanyaan yang
mengarahkan pada jawaban dalam pola pertanyaan yang
dikemukakan).

2) Wawancara tak berstruktur ( pertanyaan-pertanyaan yang dapat
dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola
tertentu)

3) Campuran (campuran antara wawancara struktur dan tidak
berstruktur).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang
bertujuan untuk menyiapkan garis besar pada hal-hal yang akan
ditanyakan terkait dengan persepsimasyarakat tentang (Impelmentasi
Peraturan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk
Kecantikan di Kota Parepare)

36
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G. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggung jawabkan
sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan ujian keabsahan data.Adapun uji keabsahan
data yang dimaksud adalah untuk menjawab keraguanan.Keabsahan data dalam
penelitian Kkualitatif terdiri dari pengujian kredibilitas data; yaitu pengujian
kepercayaan data salah satunya dengan triangulasi merupakan bentuk validasi
silang.Triangualasi menghasilkan pemindaan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu, uji transferability, menentukan seberapa jelas,
rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca yang lain, uji
depentability; menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari integritas,
kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti, dan pengujian confirmability, dilakukan
dengan cara menganalisis apakah penelitian disepakati banyak orang atau tidak.
Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.*®

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dapat dilaksanakan sebelum
peneliti terjun langsung ke lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian
ini.Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan
pembuatan laporan penelitian selesai. Analisis data merupakan proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan
dengan mengorganisasikan data, dan menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan
sintesa, menyusun ke dalam pola, dan memilih yang mana yang penting dan yang
akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diveritakan kepada orang

lain.*®.

A Fuad KS Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta; Graha ilmu,
2014), h.101.

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2013),
h. 224
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Pada penelitian initeknik analis data yang digunakan peneliti
menggunakan model Miles and Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan,
yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verikasi.

a) Reduksi Data
Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan
lapangan, reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan
membuat suatu ringkasan,mengkode,menelusuri tema, menulis memo,
dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi
yang tidak relevan,kemudian data tersebut diverivikasi.

b) Penyajian Data
Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif
dengan tujuan yang dirancang guna untuk menggabungkan informasi
yang tersusun dalam bentuk yang padu dan yang mudah untuk dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Merupakan kegiatan yang di akhir penelitian kualitatif.peneliti harus
sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna
maupun kebenaran, kesimpulan, yang disepakati oleh tempat penelitian
itu dilaksanakan.Makna yang diluruskan peneliti dari data harus diuji
kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari
bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakaj pendekatan emik,
yang merupakan dari kacamata key information, dan bukan penafsiran

makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di Kota
Parepare.

Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap
wanita. Dimana wanita Indonesia terkenal memiliki kecantikan yang khas dan
berbeda dengan wanita-wanita dari negara lain. Hal ini dapat diketahui dengan
adanya resep-resep perawatan kecantikan dari bahan alami yang telah menjadi
turun temurun dari generasi ke generasi dan seiring perkembangan zaman
resep kecantikan tersebut telah tergantikan oleh produk kecantikan atau yang
lebih dikenal dengan skincare.

Munculnya berbagai jenis merk produk kecantikan menunjukkan
bahwa tingginya minat konsumen terhadap produk kecantikan tersebut, sebab
memberikan hasil yang memuasakan bagi penggunanya. Namun ada beberapa
produsen yang lebih mementingkan keuntungan dan tidak memperhatikan
resiko atau efek samping dari produk yang telah mereka buat yang tentunya
dapat merugikan pihak konsumen. Kondisi ini tentunya memberikan
peningkatan upaya untuk melindungi konsumen agar mendapatkan haknya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan
konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 4 mengenai hak-hak konsumen.
Meskipun undang-undang ini telah diterbitkan tetapi dalam penerapan serta
pelaksanaanya aturan ini masih belum berjalan dengan maksimal.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Jayanti selaku penjual produk
perawatan kecantikan (skincare) dalam hasil wawancara beliau mengatakan
bahwa:

“pertamanya itu bikinka ini produk untuk saya toji sendiri, tapi karna itu
tetangga-tetangga ku banyak bertanya, bilang apa kupake jadi bilangma ini
ada bedak bikinan ku sendiri, nah dari situmi banyak tertarik liat mukaku yang
glowing jadi mulaimka buat sedikit-demi sedikitsesuai pesanannya orang-
orang. Terus dari situmi mulai banyak yang pesan bedakku dan kalau masalah
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BPOM nya menurutku selama masih aman-aman ji yah jangan mi dulu di
urus,kah tidak ada uang di pake mengurus™’

Berdasarakan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa produk
yang mereka jual tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dalam Undang-
undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4
mengenai hak-hak konsumen dimana hakatas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tidak terpenuhi karena
bahan dasar dari penjualan produk perawatan kecantikan yang tentunya tidak
aman bagi kesehatan.Pernyataan tersebut kemudian diperjelas juga oleh Ibu
Lulu yang juga selaku penjual produk perawatan kecantikan, ia mengatakan
bahwa:

“pertamaku menjual karna mau kubantu ekonominya keluarga karna
suamikuji yang cari uang masa saya tidak, nah ini jualan skincare ku
pertamanya sayaji sama anak cewekku yang pake, tapi banyak
amparangi (menegur) mukanya anakku kah naliat putih bersih jadi ini
anakku natanyami bilang bedaknya mamaku ku kuapake anu nabikin
sendiri. Jadi dari situmi ada beberapa temannya anakku ma pesan jadi
saya buatkan mi dengan harga yang standar saja dan Alhamdulillah
berjalan 2 tahunmi ini usaha bedakku™*®

Selain itu, produsen juga tidak mengetahui dan paham tentang
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kendati kendati
demikian ada juga produsen yang tetap bertanggung jawab apabila adanya
keluhan atau ketidak cocokan yang disampaikan oleh konsumen. Seperti yang
dikatakan oleh Ibu Jusmi dalam hasil wawancara yang telah dilakukan.

“selama ka jual ini racikan ku, baru 2 orang yang protes sama saya
karena tidak cocok na bilang, kalau dibilang paham ka aturan tidak ada
ku tau apa-apa kalau soal peraturan, tapi ini yang protes kemarin ku
kasih ji ganti rugi dari yang ku jualkan Rp. 150.000 ku kasih
kembalikan jadi Rp. 250.000 sebagai bentuk tanggungjawab ku”.

*Jayanti warga parepare (penjual kosmetik), kota parepare, kel.bumi harapan, kec.ujung,
wawancara di kota Parepare 13 juli 2022

*ulu Safira Rahmadahni, warga parepare (penjual kosmetik), kota parepare, kel.sumpang
minangae, kec.bacukiki barat, wawancara di kota Parepare 15 juli 2022.
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Selain produsen, masyarakat kota Parepare khususnya kaum wanita
rata-rata juga tidak paham mengenai peraturan yang ada. Sebagian dari
mereka lebih berfokus ke hasilnya saja yang terbilang cepattanpa
memperhatikan produk tersebut aman atau tidak.

Hal ini diperkuat dengan hasil dari wawancara dengan seorang
konsumen yang bernama Citra yang merupakan pengguna skincare juga.
Dalam hasil wawancara ia mengatakan bahwa:

“pertama ka pake skincare masih normal-normal ji muka ku, pas
masuk pemakaian ke dua mulai ma tidak cocok muncul mi jerawat ku
besar baru bernanah dibagian dagu ku, terus ku Tanya sama
penjualnya na bilang proses detox itu, tapi karena tidak mau ma juga
ambil pusing sama penjualnya dan memang tidak paham ka apa-apa
sekalian berhenti ka pakai itu skincare terus cari ka lagi produk lain
yang menurut cocok”.*

Dari hasil wawancara dengan saudari Citra dapat diketahui bahwa ia
lebih berfokus pada produk yang menjajikan hasil maksimal dan apabila
timbul masalah dari efek penggunaan produk perawatan kecantikan tersebut,
tanpa menuntut sang penjual atau produsen justru ia lebih memilih produk lain
yang menurut mereka lebih cocok tanpa memperhatikan apakah bahan-bahan
yang digunakan aman atau tidak. Ini berarti bahwa konsumen lebih cenderung
memilih produk yang memberikan hasil yang cepat dan bagus tanpa
memperhatikan efek samping dari produk yang akan dibelinya.

Tak hanya hasil dari produk perawatan ini yang diberikan cukup cepat dan
instan, konsumen juga tertarik dengan harga yang ditawarkan dimana harga
ditawarkan relative cukup murah. Biasanya produk ini lebih dilirik oleh kaum
pelajar atau mahasiswa karena sesuai dengan budget mereka. Kemudian
pernyataan tersebut juga diperkuatlagi oleh saudari Nurjannah, dalam hasil

wawancara, ia berkata bahwa:

*Citra, warga parepare (pengguna kosmetik/konsumen), kota parepare,kec.ujung,kel.ujung
bulu, wawancara di kota parepare 14 juli 2022.
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“awalku itu tertarik pake skincare, karena kulihat mukanya teman-

temanku yang glowing semua baru bersih juga karena pake itu

skincare.baru itu, karena harganya juga yang relative murah dan hasil
yang didapatkan pas dipake cukup memuaskan jadi disitumi makin
tertarikka pake ini skincare”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Nurjannah ia tidak
terlalu peduli dan memperhatikan efek samping yang bisa ditimbulkan dari
produk skincare yang ia beli tersebut, ini berarti bahwa kesadaran dan
kemampuan konsumen untuk melindungi diri mereka dari hal-hal negatif
suatu produk masih sangat kurang.

Dari kejadian diatas hak-hak konsumen perlu diketahui oleh banyak
masyarakat luaskhususnya yang sebagai pengguna produk perawatan
kecantikan untuk menjamin kepastian hukum dan segala upaya terhadap
konsumen itu sendiri apabila mereka dirugikan oleh suatu barang atau jasa
yang mereka gunakan. Selain itu, mereka juga harus mengetahui
kewajibannya sebagai seorang konsumen. Yakni sebelum membeli suatu
produk konsumen wajib memeriksa serta meneliti terlebih dahulu kualitas
produk tersebut sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dan dampak
buruk dari produk yang di gunakan tersebut.

Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka
konsumen berhak untuk mendapatkan konpensasi maupun ganti rugi atas
kerugian yang telah didapatkan dalam sebuah transaksi jual beli yang
dilakukan. Dan apabila adanya tidak kecocokan dalam gambar ataupun
kualitas produk konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan kepada
produsen.

Dan produsen wajib untuk mendengarkan keluhan yang disampaikan

oleh konsumen, selain itu juga produsen tidak boleh atau dilarang melakukan

**Nurjannah, warga Parepare (pengguna kosmetik/konsumen),kota parepare,kec.bacukiki
barat,kel.bumi harapan, wawancara di kota parepare 14 juli 2022.
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tindakan diskriminasi terhadap konsumen sebab, tindakan tersebut merupakan
perbuatan yang melanggar aturan bagi hukum perlindungan konsumen.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen
diberlakukan ketika barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah
disepekati atau melanggar ketentuan undang-undang sehingga terjadi kerugian
karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

1. Asas-asas perlindungan konsumen

a. Asas manfaat
Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, upaya
tersebut harus memiliki manfaat terhadap konsumen agar
konsumen merasa terlindungi. Manfaatnya tidak hanya dirasa oleh
konsumen tetapi juga manfaatnya dirasa oleh pelaku usaha.

b. Asas keadilan
Demi menjaga rasa keadilan, kewajiban sebagai konsumen
maupun pelaku usaha dapat dilaksanakan secara adil.

c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan terhadap
kepentingan konsumen dan juga kepentingan terhadap pelaku
usaha. Asas keseimbangan merupakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban kepada semua produsen dan konsumen dengan
berdasarkan kepada peraturan hukum perlindungan konsumen.

d. Asas keamanan dan keselematan, rasa aman dan keselamatan
merupakan salah satu yang termasuk faktor penting bagi
konsumen, untuk itu para pelaku usaha harus memberikan rasa
aman dan keselamatan terhadap produk yang digunakan atau yang
dipakai dan jasa yang telah diberikan.

Asas keamanan dan keselamatan dimana asas ini merupakan
sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh atau

mendapatkan manfaat dari produk yang dikonsumsi atau produk



yang digunakan dan begitu pula sebaliknya bahwa konsumen tidak

akan mengganggu atau mengancam keselamatan jiwa maupun

harta benda dari produk tersebut dalam hal ini ialah konsumen.

e. Asas kepastian hukum
Asas ini bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum
dengan konsumen sehingga terciptanya rasa keadilan dalam
menyelenggarakan perlindungan kepada konsumen®*.

Asas kepastian hukum, merupakan asas dimana pemberian
hukum bagi para produsen maupun konsumen dalam mematuhi
serta menjalankan peraturan hukum dengan apa yang akan menjadi
hak dan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan dengan tanpa
memberikan beban tanggung jawab kepada salah satu pihak
sekaligus Negara yang menjamin kepastian hukum.

2. Tujuan perlindungan konsumen

Sebagimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan
konsumen diperuntukkan khusus untuk pemberian kepastian,
keamanan, serta keseimbangan hukum antara pihak konsumen dan
produsen.

Adapun tujuan dibuatnya Peraturan Perlindungan Konsumen
dalam pasal 3 Undang-Undang Peraturan Perlindungan Konsumen
Nomor 8 Tahun 1999 yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai
Peraturan Perlindungan Konsumen ini diharapkan agar dapat
mampu meningkatkan kesadaran, merupakan kemampuan
konsumen untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih suatu
produk atau jasa yang akan dibeli serta kemandirian terhadap

konsumen untuk melindungi diri mereka.
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Mengangkat harkat dan martabat konsumen sehingga dengan cara
ini dapat menghindarkannya dari akses yang negative dari
pemakaian barang/jasa.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan mampu menghindari
konsumen dari efek buruk atau dampak negative yang
ditimbulkan dari penggunaan suatu produk yang digunakan oleh
konsumen.

Peraturan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen ini
diharapkan mampu lebih meningkatkan pemberdayaan dan
keterampilan kepada konsumen dalam hal memilih suatu produk
agar lebih teliti sebelum membeli atau menggunakan, serta
konsumen dapat mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh
sebagai seorang konsumen .

Menciptakan sistem terhadap perlindungan konsumen dan dimana
mengandung unsur kepastian serta hukum dan keterbukaan yang
dimana informasi dan akses ini agar dapat mendapatkan
informasi.  Konsumen berhak untuk mendapatkan dan
memperoleh informasi mengenai barang atau jasa yang akan
dibeli atau digunakan dari pihak produsen. Adapun produsen
berkewajiban untuk menyampaikan dan memberikan informasi
yang sebenar-benarnya tanpa menutupi kekurangan atau cacat
pada produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen.
Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai
tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga sikap yang
tumbuh dan jujur serta bertanggung jawab dalam hal berusaha.
Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang/jasa, kenyamanan, dan keselamatan kepada
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konsumen.>? Dengan adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, diharapkan agar
produsen dapat lebih meningkatkan kualitas produk merek,
meminimalisir dampak buruk yang akan ditimbulkan dari produk
trebut dengan menggunakan bahan-bahan yang tentunya aman
bagi kesehatan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada
kelagsungan usaha produksi mereka serta dapat terhindar dari
tindakan pelanggaran peraturan dan hukum.
3. Hak-hak konsumen
Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berlandaskan
pada Undang-Undang 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (!), serta
pasal 33sebagaimana telah dijelaskan sebagai beeriukut:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang/jasa.

Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan
dalam mengkonsumsi suatu produk yang telah mereka beli. Selain
itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari
suatu produk yang berbahaya atau efek buruk yang bisa saja
didapatkan dari produk yang mereka konsumsi.

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan
nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih suatu
produk yang nantinya akan mereka gunakan atau konsumsi. Tidak
ada yang berhak untuk mengatur termasuk produsen yang
bersangkutan, termasuk juga hak dalam meimilh suatu barang

produk yang hendak dibeli.
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C.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang/jasa.

Hak yang paling utama bagi para konsumen adalah untuk
mengetahui informasi apa saja yang sudah terkat tentang produk
yang akan dibelinya. Selain itu, produsen juga dilarang dan tidak
bolen menutupi bahkan mengurangi informasi yang terkait
tentang suatu produk atau harga produk teersebut. Sebagai contoh,
apabila suatu produk memiliki suatu kekurangan atau terdapat
adanya cacat pada produk tersebut maka produsen berkewajiba
untuk memberikan informasi kepada konsumen uang akan
membeli produk tersebut.

Hak untuk mendengar pendapat keluhan atas barang/jasa yang
digunakan.

Salah satu hak dari konsumen adalah memberikan
pendapat atau keluhan kepada produsen mengenai suatu produk
yang mereka beli dan gunakan. Sebagai contoh, dalam kegiatan
transaksi secara online, apabila teerdapat layanan gratis ongkir
pengiriman barang atau yang sekarang lebih dikenal dengan
sebutan ongkir, maka penerapannya juga harus demikian pula.
Namun, apabila tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka
konsumen berhak untuk menuntut hak tersebut dan produsen
wajib untuk mendengarnya.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Karena posisi konsumen merupakan posisi yang rentan,
maka konsumen juga berhak untuk mendapatkan suatu
perlindungan. Selain itu, konsumen juga harus dibantu dalam
upaya penyelesaian masalah apabila timbul konflik dalam

kegiatan transaksi jual beli yang telah dilakukan.
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f.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Konsumen juga berhak untuk mendapatkan pembinaan
dan pendidikan yang bertujuan untuk menungkatkan kesadaran,
kemampuan serta kemandirian pada konsumen untuk melinfungi
diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja
terjadi.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

Perilaku diskriminatif yang dilakukan terhadap konsumen
merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen.
Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan
perbedaan antara konsumen yang satu dengan yang lainnya.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian,
jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya.

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi
maupun ganti rugi atas kerugian yang didapatkan dalam sebuah
transaksi jual beli yang telah dilakukan, apabila tidak adanya
kecocokan dalam gambar maupun kualitas produknya maka
konsumen berhak untuk melakukan tuntutan kepada [rodusen.
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya®®

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak sekali bahkan
bisa saja terus bertambah dengan adanya ketentuan dan kebijakan-
kebijakan. Tentu ini dapat membuka peluang bagi pemerintah
untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak dapat

diatur pada ketentuan sebelumnya.
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4. Kewajiban Konsumen
Hak tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Adapun

kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamaan dan
keselamatan.
Salah satu kewajiban konsumen adalah sebelum membeli suatu
barang atau produk, konsumen wajib terlebih dahulu membaca
dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian suatu
produk. Tidak dapat kita pungkiri bahwa seringkali terjadi
konsumen tidak memperoleh manfaat atau hasil yang maksimal
bahkan justru dirugikan dari produk yang dikonsumsi atau
digunakan. Namun, serelah diselidiki ternyata kerugian tersebut
terjadi karena konsumen yang tidak mengikuti aturan petunjuk
pemakaian yang telah disediakan oleh produsen.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
Tidak jarang pula konsumen tidak beritikad baik, baik dalam
kegiatan transaksi jual beli atau mengkonsumsi suatu produk. Hal
ini tentu saja akan merugikan khalayak umum bahkan secara tidak
langsung seorang konsumen telah merampas hak milik orang lain.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
Ketentuan ini tentunya sudah sangat jelas, konsumen harus
membayar sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.
Dengan kata lain, ada uang ada barang.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen.>*,
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini diartikan bahwa
sebagai produsen dan konsumen agar tidak berat sebelah.
Maksudnya diantara salah satu pihak tidak ada yang merasa
dimanfaatkan atau dari salah satunya ada yang merasa dirugikan

dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai penjualan produk perawatan
kecantikan di kota Parepare.

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek
kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum
dalam al-Qur’an, hadist dan ijtihad para ulama.>® Dari pengertian tersebut
sudah sangat jelas bahwa segala aspek kegiatan muamalah diatur dalam Al-
qur’an dan Hadist.

a. Jual beli telah disahkan oleh Al-qur’an, Sunnah, dan ijmak adapun dalil
Al-Qur’an pada Q.S. Al-Bagarah: 198

A Sl G S iy ol a3k W VI G3ask Y 1 o3RG o
e %3 ¥ _.7{- ¢ <& \w o - TRy I T R W Syd 50-% @ sHE o s %
G idae 3a 5ela (a8 Taol %A acall 40 Qa5 T (i gl L) 1506 26
g 2h ) Landd @sju de Gastdl 55 Sl Al WG 45

BENES
Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat
berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena
kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa
jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya
peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti
sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi
riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.>®

% R. Abdul Djalani, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu
Hukum, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 1997), h. 165

%% Kementrian RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing & Distributing),
h. 47.
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Q.S. An-Nisa/4:29
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh _ dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.®’

b. Sunnah

Dalam hadist juga disebutkan tentang diperbolehkan jual beli,
sebagaimana hadist Rasulullah Saw. Bersabda “dari Rifa’ah bin Rafi’ra
(katanya): sesungguhnya Nabi Muhammad saw, pernah ditanyai, manakah
usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang
dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazar
dan Al-Hakim)

Adapun transaksi jualbeli yang sesuai dengan syari’at Islam

hendaknya dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW.

Artinya: “barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan
dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di Neraka,”
(HR. Ibnu Hibban).

Dalam kegiatan Jualbeli seharusnya seorang mukmin menerangkan
keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut
memiliki cacat atau aib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

Artinya: “seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal

bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya, sementara

h.83

5" Kementrian RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing & Distributing),
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barang itu ada cacat/rusaknya kecuali ia harus menerangkannya kepada
saudaranya (yang akan membeli tersebut).” (HR. Ibnu Majah.no 2246)
c. Ijmak
Dalil kebolehan jual beli menurut ijmak Ulama adalah Ulama telah
bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia
tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, yang tanpa bantuan
orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

di butuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dalam Islam sudah benar-benar ditegaskan bahwa ketika Kkita
berdagang maka yang harus diutamakan adalah kejujuran jangankan
menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dapat
merusak kesehatan, mengurangi takaran timbanganpun telah dilarang dalam
agama lIslam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an (Q.S. Al-
Muthaffifin/83:1-3) yang berbunyi:

Omdi b 353 3 2 318 135 638350 i Gl 150080 1 il il 055
Terjemahnya:

Celakalah  orang-orang yang curang (dalam menakar dan
menimbang)!(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima
takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.(Sebaliknya,) apabila
mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Adapun rukun Jualbeli akan sah apabila terpenuhi rukun dan
syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan mazhab Hanafi adalah
ijab dan Kabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa
saling memberi (mua’tah). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli
dikalangan jumhur ulama ada tiga yaitu bay’ wa al-mushtari (penjual dan

pembeli), thaman wa mabi’ (harga dan barang), sighat (ijhab dan Kabul).>®

%8 Kementrian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing &
Distributing), h.587.

*Rosalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan
Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 65
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Rukun jual beliada tiga yaitu:

a.
b.

C.

Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

Objek transaksi, yaitu harga dan barang

Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah
pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik
tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Berikut rukun jual beli menurut 4 Mazhab:

a.

Mazhab Syafii
1). ‘Aqid (penjual dan pembeli)

Syaratnya harus itlag al-tasarruf (memiliki kebebasan
pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual
semisal mushaf), bukan musuh (jika barang uang dijual alat
perang).

2). Ma’qud alayh (barang yang dijual dan alat pembelian)

Syaratnya harus suci, bermanfaat, dapat kekuasaan pelaku
akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.

3). Sighat (ijab dan Kabul)

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam
di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara
pernyataan ijab dan kabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatru
yang lain, dan tidak ada batasan masa.

Dikalangan Mazhab Syafii jual beli dengan mua’tah (tanpa
pernyataan ijab Kabul) tidak sah, namun meenurut ulama Syafii
adalah sah untuk barang-barang dimana tanpa ijab Kabul sudah
dianggap sebagai jual beli atau untuk barang-barang dengan harga
kecil.

Mazhab Hanafi
1). ljab
2). Kabul
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Menurut mazhab Hanafi, jual beli dapat terjadi, (in’igad) hanya
dengan ijab dan Kabul. Jadi in’igad merupakan ketertarikan
pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan
lainnya menurut syariat atas suatu cara yang tampak hasilnya pada
sasaran jual beli.

Maka, jual beli menurut mazhab ini merupakan athar shariah
(hasil nyata secara shariah) yang tampak pada sasaran jual beli
ketika terjadi ijab Kabul, sehingga pihak yang berakad memiliki
kekuasaan melakukan tasarruf. Untuk mencapai athar yang nyata
ketersambungan ijab Kabul, maka pihak pelaku (‘aqid) disyaratkan
harus sehat akalnya dan mencapai usia tamyiz.

Pada sasaran ijab Kabul harus berupa harta yang dapat
diserahterimakan. Mengenai jual beli dengan cara mua’tah,
mazhab Hanafi memperbolehkan secara mutlak baik itu pada
barang berharga besar maupun kecil, kecuali meenurut pendapat
al-kharki yang hanya memperbolehkan pada barang-barang yang
kecil.

Mazhab Maliki
1). Sighat

Harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan rida’
(saling setuju) dari pihak aqid, baik berupa perkataan atau isyarat
dan tulisan. Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli dengan cara

mua’tah.

2). Agid

Syaratnya harus tamyiz, dalam mazhab ini, ‘aqid tidak
disyaratkan muslim walaupun barang yang dijual berupa mushaf.
3). Ma’qud ‘alayh
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Syaratnya harsu suci, dan dapat diserahterimakan,
teridentifikasi, tidak terlarang penjualnya, dan dapat diambil
manfaatnya.

d. Mazhab Hambali
1). Aqid
Harus memiliki kepatutan melakukan tasarruf, yaitu harus
sempurna akalnya, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan
tidak sedang tercegah tasarrufnya.
2). Ma’qud ‘Alayh

Syaratnya harus memiliki manfaat menurut syariah, boleh
dijual oleh pihak ‘aqid, dimaklumi bagi kedua belah pihak yang
melakukan akad dan bisa diserahterimakan, dan disamping semua
itu harus tidak bersamaan dengan sesuatu yang menghalanginya,
yaitu larangan syarak.

3). Ma’qud bih (sighat)

Syaratnya harus berupa perkataan yang dapat menunjukkan
persetujuan dan suka sama suka antara dua belah pihak. Tentang
mua’tah, dalam mazhab Hambali terdapat tiga pendapat yaitu
memperbolehkan, tidak membolehkan dan membolehkan hanya
pada barang yang berharga kecil.*°

Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran termasuk

dzolim ketika produsen mempromosikan kualitas produknya tidak sesuai
dengan fakta sehingga dapat merugikan pihak konsumen. Berdasarkan data di
lapangan bahwa masih banyak ditemukan produk yang masih menggunakan
bahan-bahan yang cukup berbahaya. Adapun teori yang diringkas oleh
Wahbah Al-Juhaliliyah kemudian di kutip oleh Rachmat Syafe’i bahwa ada

empat sebab Jualbeli dilarang oleh Islam antara lain:

360.

®Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1952),



56

1. Terlarang sebab Ahliyah (ahli akad)
Para ulama sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila dilakukan oleh
orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, dan mutlak tasharruf
(dapat melakukan tindakan dengan bebas). Orang-orang yang tidak sah
melakukan jual beli adalah:

a. Orang gila. Berdasarkan kesepakatan Ulama orang gila tidak
memiliki sifat Ahliyah (kemampuan). Mereka disamakan dengan
orang yang pingsan, mabuk, dan pengaruh obat bius.

b. Anak kecil. Tidak sah aktifitas jual beli bagi orang yang belum
mumayyiz, kecuali dalam hal kecil.

€. Orang tunanetra. Menurut Ulama Syafi’a, jual beli dengan orang
yang tunanetra menjadi bathil dan tidak sah karena ia tidak mampu
mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.

d. Orang dalam paksaan.

Hal ini berdasarkan kepada Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:5
&6
s 3805 L 2h 585515 a8 a1 Jas ool 2800 5l algall 1 455 Y 5
SLA1 (B & VAl ) s il )5 o 3 5aa V3B 241 151585
T35 G 1505 5 G S5 Y57 ad5al agdl) 15808 1585 i
sk 13 g eally R 1208 (IS a2 0K (s
T G il 5% 2glle 150008 240150 gl
Terjemahannya
Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu
yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka
belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang baik.
Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai
ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut
penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah
kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak

yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara
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pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari
memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka
bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian,
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah
kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.®*
2. Terlarang sebab sighat
Jual beli yang dilarang karena sighat. Sighat merupakan ijab Kabul

(kalimat: “saya jual kepadamu” atau ‘“‘saya serahkan kepadamu”) yang

dilakukan oleh penjual dan pembeli. Jika tidak ada sighat maka hukum

jual beli menjadi tidak sah.

Contohnya:

a. Jual beli mu’ athal, adalah Jualbeli yang saling di sepakati harga
yang ditetapkan, akan tetapi tidak adanya ljab dan Qabul dari
kedua pihak.

b. Kegiatan Jualbeli dengan seseorang, akan tetapi salah seorang
diantara keduanya tidak hadir di tempat akad.

Adapun syarat dalam ijab gabul ini meliputi:

a. Jala’ul ma’na iyalah yang bertujuan untuk dalam pernyataan itu
dengan jelas, sehingga dapat di pahami jenis akad yang di
kehendaki.

b. Tauafuq, adalah kesesuaian antara ijab dan gabul

c. Jazmul iradataini artinya dimana antara ijab dan qgabul
menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan
tidak terpaksa.

3. Terlarang sebab Ma’qud Alaiah
Jual beli yang dilarang karena ma’aqud alaih (objek transaksi).
Ma’aqud alaih harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad,
bisa disebut dengan mabi’ (barang jualan) dan harga. Ulama figh sepakat

81 Kementrian RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing & Distributing),
h.78.
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bahwa jual beli dianggap sah apabila ma’qud alaih adalah barang tetap
atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat, dan tidak ada
larangan dari syara’.

Contohnya:

a. Jualbeli barang yang tidak ada atau beresiko hilang serta
keberadaanya yang tidak pasti (gharar), seperti hablul habalah
yakni jualbeli anak yang masih di dalam kandungan.

b. Jualbeli barang yang tidak dapat diserahkan, misalnya seperti
burung yang terbang di udara dan ikan yang ada di dalam air.
Jualbeli seperti ini menurut kesepakatan para Ulama ialah tidak

sah, mengapa demikian karena ada larangan dalam Sunnah.

. Terlarang sebab Syara
Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara’.
Menurut para Ulama jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan
hukum tidak membahayakan masyarakat serta tidak bertentangan dengan
akad.
Jual beli yang dilarang karena sifat syarat, atau larangan syara’ contohnya:
a. Jualbeli ‘arbun, merupakan transaksi dengan menggunakan uang
muka atau lebih sering yang dikebnal dengan DP. Jika kegiatan
jualbeli ini dilaksanakan, maka kita akan tinggal membayar uang
sisanya nanti, akan tetapi jika transaksinya yang akan dilakukan
gagal atau batal, maka uang muka yang telah di bayar menjadi
milik sang penjual.
b. Jual beli ‘inah, merupakan seorang pembeli yang membeli suatu
barang secara kredit dari penjual dan barang tersebut nantinya akan
di jual keembali pada penjual aslinya dengan harga yang relative
lebih rendah atau dengan harga yang cukup murah dibandingkan

dengan harga yang sebelumnya.
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c. Jual beli riba, merupakan jual beli yang dilakukan dengan adanya
tambahan uang dari hasil proses kegiatan transaksi yang telah
dilakukan.

d. Jual beli khamar dan babi.

e. Jual beli dengan seseorang yang tinggal di suatu daerah

perkampungan atau pedalaman sehingga tidak dapat mngetahui

harga yang sebenarnya.

Menjual Anggur dengna pembuat khamar

Menjual Ibu tanpa anaknya yang masih kecil begitupun sebaliknya.

> @ o

Kegiatan jualbeli ketika adzan sholat Jum’at.

i. Jual beli barang yang sudah ditawar atau telah dibeli oleh orang

lain.

Dalam objek yang diperjualbelikan berupa produk perawatan
kecantikan (skincare) yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang
lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Tentunya jual beli
ini dikatakan tidak sah karena ketidaksesuaian Ma’qud Alaih dan Syara’.
Produk perawatan kecantikan yang mengandung bahan-bahan berbahaya
akan merugikan para penggunanya dan dapat menimbulkan berbagai
macam efek mudharat seperti munculnya jerawat,flek hitam, kulit wajah
menjadi merah, serta sensasi rasa gatal dan panas, dan berbagai macam
efek lainnya.Jual beli harusnya memperhatikan nilai-nilai kejujuran serta
menghindari perbuatan yang bisa merugikan orang lain , seperti
yangdijelaskan dalam Al-Qur’an Q.S. Asy-Syu’ara/26: 181-183 yang
berbunyi:

| A Y 5% atiall il 153557 G pmed D) (e 135555 W5 ORI 1 85

TEands (oY) 81588 YV 5 sha il
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Terjemahnya:

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan orang lain.

182. Timbanglah dengan timbangan yang benar.

183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan_mengurangi hak-

haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.®

Sesuai dengan ayat di atas dalam kegiatan jual beli seharusnya selalu
dilandasi dengan kejujuran, sesuai dengan tafsiran “jika kalian berjualan
maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna dan jangan kalian
merugikan hak mereka sehingga kalian memberiukannya dengan keadaan
kurang dan jika kalian memberi, maka ambillah seperti kalian menjualnya
serta timbanglah dengan timbangan yang jujur dan adil agar dapat
menimbulkan kejujuran dalam berdagang”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan
mengenai implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan
di kota Parepare tidak sesuai dengan hukum Islam karena masih ada
ditemukan penjual yang masih menjual produk-produk dengan
menggunakan bahan yang tergolong berbahaya yang tentunya lebih
banyak mudharatnya dibanding dengan manfaatnya sebab, tidak
memenuhi syarat sah jual beli karena tidak seusai dengan magq ud alaih
dan syara’.

Selain itu kurangnya kejujuran pada pihak produsen atau penjual
karena tidak menyampaikan dan memberikan informasi tentang
kekurangan maupun bahaya dari bahan yang dikandung dari produk yang
mereka jual. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena
dalam Islam sudah diperintahkan untuk berbuat jujur termasuk dalam

kegiatan jualbeli karena perilaku penjual yang tidak jujur akan

h. 374.

*’Kementrian R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing & Distributing),



61

menghilangkan berkah dalam kegiatan jualbeli tersebut. Rasulullah SAW
bersabda,

“sumpah (dalam jualbeli) itu melariskan barang dagangan, tetapi
menghilangkan berkahnya.” ( HR.al-Bukhari)
Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda

“hati-hati kalian dari banyak bersumpah dalam jual beli. Sebab, sumpah
itu melariskan dagangan kemudian menghilangkan berkahnya.” (HR.
Muslim).

Diantara faedah yang bisa kita ambil dari hasil pembahasan diatas

antara lain:

1. Tidak boleh melariskan barang dagangan dengan sesuatu yang
mengandung unsur penipuan. Perbuatan penipuan hukumnya
haram menurut kesepakatan Ummat karena bertentangan dengan
sifat ketulusan ( niat baik).

2. Pemimpin atau pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi
peredaran prodak kecantikan dan pasar serta memberikan sanksi
tegas berupa hukuman kepada orang-orang yang tidak jujur dalam
kegiatan jual beli.

3. Sengaja melakukan penipuan akan memberikan kemudharatan atau
bahaya dan kerugian yang besar kepada konsumen hal ini
menyebabkan pelakunya menjadi musuh ummat Islam yang

ditujukan kepadanya do’a kebinasan dan kejelekan.



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengenai “Implementasi
UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: relasi produk perawatan
kecantikan di kota Parepare” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:.
1. Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare
sudah lama berlaku, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan
penerapan aturan karena masih banyaknya ditemukan penjual yang
memperjualbelikan produk-produk yang masih menggunakan bahan-bahan yang
cukup berbahaya bagi kesehatan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai penjualan produk perawatan
kecantikan di kota Parepare yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum
Islam yang ada. Karena, dalam proses jualbelinya tidak sesuai dengan aturan yang

ada di dalam syarat sah Hukum jual beli.
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B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam kesempatan ini
adalah sebagai berikut:

a. Kepada para pihak Pemerintah agar senantiasa melakukan peninjauan dan
pengawasan langsung untuk mengetahui dan memastikan agar tidak ada lagi
produk-produk perawatan kecantikan dari bahan-bahan yang berbahaya dan yang
masih beredaran di pasaran.

b. Pemerintah harus memberikan sanski yang lebih tegas kepada para produsen
yang masih menjual produk-produk kecantikan atau yang biasa dikenal dengan
“skincare” yang masih menggunakan bahan berbahaya agar memberikan efek
jerah kepada para produsen ataupun pihak penjual.

c. Kepada para konsumen sebaiknya lebih teliti dan hati-hati dalam memilih suatu

produk kecantikan yang ditawarakan dengan harga yang relative murah.
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